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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 210 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATUPAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG MASA
TRANSISI PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH TEKNIS KE BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROViNSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014
tentang Masa Transisi Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis ke Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa dalam rangka harmonisasi ketentuan pelimpahan
kewenangan perizinan dan non perizinan dengan pengelolaan
keuangan daerah, Peraturan Gubernur sebagalmana dlmaksud
daiam l1uruf a perlu dilakukan perubahan; .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Masa Transisi Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis ke Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tp-ntang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

6. Und~ng.-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

9. Unda'ng-Undang Nemer 5 Tahun 2014 tentang Apamtur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nemer 2 Tahun '2014;

11. Petaturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang Pengelelaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang
Pepeman Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri ~emer 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 24 Tahun 2006 tentang
Pe~eman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 20 Tahun 2008 tentang
Pedema'l Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;

15. Peraturan Daerah Nemer 5 Tahun 2007 tentang Pekek-pekek
Pehgelelaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nemer 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Peraturan Daerah Nemer 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

18. peraturan Gubernur Nemer 58 Tahun 2014 tentang Masa Transisi
Pe aksanaan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan
l~en Perizinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Teknis ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG MASA TRANSISI
PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZ1NAN DARI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TEKNIS
KE BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasall

BeberC\pa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nemer 58 Tahun 2014
tentang Masa Transisi Pelaksanaan Pe!impahan Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Nen Perizinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Kerja Perangkat Daerah Teknis ke Badan Pelayanan T8rpadu Satu Pintu.
diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga sebagai be~!kut :

Pasal2

(1) Masa transisi pelaksanaan pelimpahan kewenangan pelayanan
perizinan dan non perizinan dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis ke Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu paling lambat sampai dengan tanggal
31 Desember 2014.

(2) Dalam kurun waktu masa transisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memulai
pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara
bertahap mulai bulan Desember 2014.

(3) Untuk menghindari kekosongan pelaycman publik, Satuan
Kerja Perangkat Oaerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis
menyelenggarakan pelayanan sampai dengan 31 Desember
2014.

(4) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pelayanan
perizinan dan non perizinan secara penuh pada 2 Januari 2015.

Pasalll

Peraturan Gubernur inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASL'KI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72084


